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Jenis Perkara : Pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). 

Pokok Perkara 
 

: Pasal 18 ayat (3) KUHAP dianggap bertentangan dengan UUD 
1945. 

Amar Putusan : Menyatakan: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

1.1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; 

1.2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.; 
Tanggal Putusan : Kamis, 30 Januari 2014.
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan 
ini diajukan telah ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tana Toraja 
dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15 /IX/2012/Narkoba, tertanggal 28 
September 2012 atas dugaan kepemilikan narkotika. Atas penangkapan tersebut, salinan 
surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diterima keluarga Pemohon pada 
tanggal 22 Oktober 2012. Pemohon beranggapan lamanya jangka waktu penyampaian salinan 
surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon dikarenakan tidak ada ketentuan yang 
jelas mengenai jangka waktu penyampaian surat perintah penangkapan kepada keluarga 
Pemohon pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP, khususnya pada frasa “segera”. 
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Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah dengan 
mempertimbangkan dalil kerugian yang telah dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak 
konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kepentingan terhadap 
ketentuan dalam KUHAP khususnya mengenai tata cara penangkapan, sehingga terdapat 
hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Pemohon dengan ketentuan norma a 
quo. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) 
untuk mengajukan permohonan a quo; 

Terhadap dalil Pemohon dugaan frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP 
bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan 
diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, 
Mahkamah berpendapat walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka 
ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana, namun warga negara tersebut 
tetap memiliki hak konstitusioal yang dijamin oleh UUD 1945. Seorang warga negara yang 
ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang memiliki kepentingan untuk 
menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. Sangatlah penting bagi pihak 
keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka serta alasan penangkapan dan 
penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempersiapkan segala 
bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. Hal ini dijamin oleh UUD 1945. Menurut hukum 
acara pidana, setiap tersangka memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 
Pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan 
dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat. 
Pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah 
satunya adalah dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut. Lagipula, dengan 
pemberitahuan yang segera kepada keluarga tersangka dapat diperoleh kepastian apakah 
yang bersangkutan ditahan, diculik, atau hilang; 

Bahwa frasa “segera” pada pasal a quo dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, 
setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga 
tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera 
mendapatkan hak-haknya. Apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka 
berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka, karena keberadaan dan status 
hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. Menurut Mahkamah, 
tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata 
“segera” dalam pasal a quo dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk 
setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik;  

Menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan 
maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga 
praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam ketentuan 
tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran 
tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya 
termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak 
memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi 
hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, 
menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang 
adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang 
berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif 
terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan 
menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan 
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban 
penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru 
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menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh 
karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa 
“segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP; 

Dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi 
serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan 
surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam 
sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan 
mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing 
wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 
3 x 24 jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga 
tersangka yang berada di wilayah administratif yang berbeda, atau berada di kota/kabupaten 
atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan, 
oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk 
mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. 
Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan 
salinan surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka 
sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 
ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan 
dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.  Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, 
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas 
Pasal 18 ayat (3) KUHAP beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian 
Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

1.1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; 

1.2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) 
hari”; 

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 
 

 

 


